BAB | PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

P embangunan pertanian memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional.
Peran ini digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan capital;
penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, penyerap tenaga kerja; sumber pendapatan;
serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan. Berbagai
peran strategis pertanian dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian
nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan
ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan Kkerja, serta memelihara
keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Tujuan pembangunan perekonomian tersebut dihadapkan pada berbagai perubahan dan
perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan mendasar sektor pertanian
seperti meningkatnya jumlah penduduk; tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar; pesatnya
kemajuan teknologi dan informasi; makin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi;
perubahan iklim global; perkembangan dinamis sosial budaya masyarakat; kecilnya status
dan luas kepemilikan lahan; masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan dan perbibitan
nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan; masih lemahnya kapasitas
kelembagaan petani dan penyuluh; masih rawannya ketahanan pangan dan energi; masih
rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait
pembangunan pertanian sehingga pembangunan pertanian ke depan menghadapi banyak

tantangan.

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan menggambarkan
bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan, mencakup sejumlah langkah atau taktik yang
dirancang untuk mencapai setiap kegiatan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung
jawab, jadwal, dan pemanfaatan sumber—sumber daya yang ada. Rencana strategis juga
merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai—nilai, filosofi

operasional dan prioritas—prioritas.
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Rencana strategis OPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan
merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah yang memuat visi,
misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan/atau
fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima
tahunan dan disusun oleh setiap Organisasi Perangkat
daerah (OPD) di bawah koordinasi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota
Pontianak.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
kerja agar dapat eksis dan unggul dalam persaingan
yang makin ketat dalam lingkungan yang selalu
berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka Dinas
Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak
menyusun Renstra OPD yang memuat strategi-
strategi pembangunan sektor pertanian, perikanan,
dan peternakan di wilayah Kota Pontianak sebagai
penjabaran RPJM yang telah ditetapkan sebelumnya.
Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota
Pontianak Tahun 2017-2019 (Revisi kedua) berisikan

visi, misi, dan nilai-nilai instansi, lingkungan

strategis, dan faktor-faktor penentu keberhasilan,
serta tujuan, sasaran, dan cara mencapainya, yang
diharapkan dapat memberikan pedoman, arah, dan
tujuan yang jelas untuk masa lima tahun mendatang.
Renstra ini disusun berdasarkan program dan
kegiatan yang terencana, terukur, dan diharapkan
dapat memenuhi kehendak, aspirasi, dan kebutuhan
masyarakat (stakeholders).

Renstra Dinas ini secara umum memiliki tujuan
memberikan arah, pedoman yang terencana dalam
mengarahkan seluruh potensi sumber daya manusia
dan potensi lain yang dimiliki dalam rangka
mewujudkan Visi, Misi dan Strategi yang mampu
menjawab kemajuan, perkembangan dan tantangan




jaman. Sedangkan secara khusus dirumuskan untuk memberikan gambaran potensi riil yang
dimiliki, melalui faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan; menetapkan program
dan sasaran kerja yang terarah, terukur yang akan dijadikan pedoman pada masa lima tahun
mendatang; memprediksi hambatan-hambatan yang terjadi dan sekaligus mencari jalan
keluar (solusi); serta memberikan arah dalam upaya menjalin hubungan yang baik dengan
berbagai pihak.

Mengingat peran dan fungsi Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota
Pontianak sangat penting tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi masyarakat dan pelaku
Agribisnis pada sektor bidang pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan
Kota Pontianak, maka penyusunan Renstra OPD Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kota Pontianak dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen
perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan kembali secara lebih
teknis di Rencana Kerja (RENJA) Dinas.

1.2 Landasan hukum

Dasar Hukum yang menjadi landasan penyusunan Renstra Dinas ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah
Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

f.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

g. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

I. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
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n. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2010 Nomor 517);

r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

s. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-
2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

t. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahu 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kota
Pontianak Tahun 2015-2019;

u. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah
Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);

v. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun
2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);

w. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 117).
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1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Revisi Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota

Pontianak 2017-2019 (Revisi kedua) ini adalah sebagai acuan bagi Dinas dalam

merencanakan dan mengembangkan langkah-langkah strategi guna meningkatkan tugas

pokok dan fungsi Dinas, sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, sedangkan tujuannya adalah:

1. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi aparat pemerintah daerah dan stakeholder
terkait sebagai bahan rujukan pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian, perikanan
dan peternakan agar lebih terarah dan menjamin terwujudnya Visi dan Misi Kota
Pontianak dalam kurun waktu pembangunan 5 tahun (2015 — 2019);

2. Menjamin konsistensi dan komitmen perencanaan dan pemilihan program/kegiatan yang
disepakati seluruh pemangku kepentingan dan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan
daerah;

3. Sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen untuk mengukur dan melakukan

evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan
Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak ini disusun dengan

berdasarkan sistematika penulisan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 serta Surat Edaran Menteri dalam Negeri. Adapun secara rinci sistematika
penulisan tersebut adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan
BAB Il. GAMBARAN UMUM DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

KOTA PONTIANAK

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

2.2 Sumber Daya OPD

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD
BAB Ill. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
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BAB IV.

BAB V.

BAB VI.

BAB VII.

Lampiran

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, Renstra Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat dan Renstra
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Penentuan Isu-isu Strategis

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.3 Strategi dan Kebijakan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

PENUTUP




